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ABSTRAK : -

untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan
ekonomi kerakyatan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi
berkelanjutan melalui penanaman modal yang berlandaskan
demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. menciptakan
iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan
berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara
pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam
kegiatan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I dan
huruf R pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman
modal lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan
berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dan berhak
menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal,

Dasar Hukum .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19359
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor
3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618;
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619); Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun
2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7115); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221); Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 128); Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 524); Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor S tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 273);

Dalam Peraturan Daerah ini diatuar mengenai pedoman
komprehensif Penyelenggaraan Penanaman Modal yang
mencakup asas, maksud, tujuan, serta hak dan kewajiban
penanam modal (perseorangan dan badan usaha, baik domestik
maupun asing). Investor diwajibkan menerapkan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate  governance),
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),
menghormati budaya lokal, serta mengutamakan bahan baku
dan tenaga kerja lokal. Perencanaan investasi diwujudkan
melalui Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD)
yang diselaraskan secara vertikal dengan kebijakan nasional dan
provinsi. Untuk akselerasi investasi, Pemerintah Daerah wajib
menyusun peta potensi dan peluang komoditi unggulan setiap
tahun, menyelenggarakan promosi, serta menyediakan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui Mal Pelayanan
Publik dan mobil keliling. Lebih lanjut, diatur pula strategi
penguatan ekonomi kerakyatan melalui instrumen kemudahan,
pelindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan
bagi koperasi serta usaha mikro.

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan 24
Februari 2026.

- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Daerah diundangkan.



